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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Good Governance, diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan
pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-
masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan
kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Berkenaan dengan laporan tersebut oleh pemerintah telah disikapi dengan membangun
suatu sistem kinerja yang terukur dan transparan untuk menggambarkan kinerja instansi
pemerintah yang difokuskan pada penyajian informasi kinerja secara akuntabel. Penyajian
pelaporan tersebut diatur melalui suatu sistem yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah atau lazim disebut dengan SAKIP.

Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini selanjutnya secara
hukum peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Peraturan Presiden yaitu pada
Peraturan Presiden RI Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Selanjutnya dalam pelaksanaanya diatur kemudian dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Oleh sebab itu, maka Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 ini berpedoman kepada Peraturan
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Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut. Laporan Kinerja (LK) Tahun 2020 ini
disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan tentang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2020 serta pemenuhan kewajiban atas
pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Badan Pengelolaan

keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Tahun Anggaran 2019 adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 5679) ;
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Utara;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pejabaran Angaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pejabaran Angaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
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C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelolaan Keuangan

da Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Memberikan laporan atau penyajian informasi tentang capaian kinerja Tahun Anggaran 2019
yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja (LK);

2. Mengevaluasi capaian kinerja pada kurun waktu 1 ( satu ) tahun;

3. Melihat target kinerja yang tidak tercapai serta persentase capaian kinerja dalam kurun
waktu 1 ( satu ) tahun;

4. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate kinerja yang telah dan
seharusnya dicapai;

5. Sebagai tolak ukur terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja bagi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara secara periodik.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan
Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas da Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan da Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah menyelenggarakan
tugas dan fungsi sebagai berikut :

(1) Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi,
monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan
Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraaan
Pemerintah.
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(2) Untuk melaksanakan tugas Badan menyelenggarakan fungsi :

a.

menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas
daerah dan pengelolaan aset;

penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan

kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;

pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

pelaksanaan tugas pambantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

pasal ini, Kepala Badan mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan

™ o a o

aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan

kebijakan Kepala Daerah;

. menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;

menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;

. menyelenggarakan penetapan SPD;

. menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

pemerintah daerah;

menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah;
menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah;
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. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan
keuangan dan Aset Daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut
dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;

.menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pada Badan mulai dari perencanaan
sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan
sasaran yang telah ditetapkan;

. menyelenggarakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang-
bidang, UPT pada Badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang
dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui
tingkat kinerja yang dicapai;

. menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, UPT dan
seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif
untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan
tugas;

. menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, UPT dan
seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif
untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan
tugas

. menyelenggarakan dan mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan
Badan kepada Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPT berdasarkan tugas dan
fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efesien dan efektif dan tepat
waktu;

. menyelenggarakan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan
maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan
secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku;

. Menyelenggarakan pembinaan  administrasi keuangan, kepegawaian,
perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan
berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan dengan efisien dan efektif;

. menyelenggarakan dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pemecahan
masalah yang berkaitan dengan bidang badan pengelolaan keuangan dan aset
daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan;dan
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u. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pejabat
pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang diberikan oleh

Gubernur.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh kekuatan berbagai sumber daya yang ada seperti

jumlah staf yang cukup memadai dan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera

Utara menurut jumlah pejabat struktural adalah:

a.
b.

o

Kepala Badan . |
Sekretaris o1
Kepala Bidang . 5
Kepala Sub Bagian 3
Kepala Sub Bidang . 15
Jumlah : 25

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera

Utara adalah sebagai berikut :

I.

I1.

Kepala Badan.

Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi,
monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan
Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraaan
Pemerintah.

Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang
secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan asset

badan.
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II1.

IV.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Anggaran

Bidang Pengelolaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan anggaran daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran dibantu oleh :

1. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I

2. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II

3. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan
Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibantu:

a. Sub Bidang Perbendaharaan I

b. Sub Bidang Perbendaharaan II

c. Sub Bidang Kas Daerah

Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun

dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta
menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

1. Sub Bidang Akuntansi I;

2. Sub Bidang Akuntansi II;

3. Sub Bidang Akuntansi III.
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VI. Bidang Aset
Bidang Aset dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam penyelenggaraan analisis dan kebutuhan aset, pengelolaan aset
sertapPenghapusan aset Pemerintah Provinsi.
Kepala Bidang Aset dibantu oleh:
1. Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset;
2. Sub Bidang Pengelolaan Aset;
3. Sub Bidang Penghapusan Aset.
VII. Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin seorang Kepala Bidang yang
mempuyai tugas membentu Kepala Badan untuk urusan Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota .
Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh :
1. Sub Bidang Bina Keuangan I
2. Sub Bidang Bina Keuangan II
3. Sub Bidang Bina Keuangan III

F. SUMBER DAYA ORGANISASI

Berikut ini data mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dilingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan da Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pendidikan,
pangkat/golongan dan jabatan, yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel. 1.1 sebagai berikut :

TABEL 1.1
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN, JABATAN,
PANGKAT DAN GOLONGAN

NO URAIAN JUMLAH

1. |Jumlah PNS 113

2. | Kualifikasi PNS Menurut Pendidikan
SD -
SLTP -
SLTA 38
D-1 -
D-2 -
D-3 7
S-1 55
S-2 12
S-3 1
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G.

3. | Kualifikasi PNS Menurut Golongan
I -
II 13
I1I 88
\Y, 12
4. | Kualifikasi PNS Menurut Jabatan
Eselon I -
Eselon II 1
Eselon III
Eselon IV 18
TANTANGAN

Ada beberapa tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

a. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah cenderung
berubah-ubah sehingga diperlukan waktu untuk penyesuaian mengikuti peraturan yang
baru.

b. Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan daerah yang belum diatur dalam
bentuk produk hukum daerah.

c. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi setiap bagian.

d. Koordinasi antar pejabat eselon masih kurang untuk mencapai tujuan dan sasaran unit kerja.

e. Laporan pertanggungjawaban keuangan dari SKPD belum semuanya tepat waktu
sehingga memperlambat proses penyusunan Laporan Keuangan.

f. Belum terlaksana dengan baik standar operasional dan prosedur masing-masing.

g. Kurang tertibnya penataan arsip/dokumentasi.

10
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Utara disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023. Dalam RPJIMD tersebut mengandung
pernyataan visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan
RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, program OPD lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Utara mencakup Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk
strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan
sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan

kemampuan anggaran pembiayaan.

Bertitik tolak dari tugas, fungsi dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi,
monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian administrasi perbendaharaan, anggaran,
kas daerah dan akuntansi, aset serta anggaran keuangan daerah kabupaten/kota, sekaligus
merupakan identitas masa depan, artikulasi citra, nilai, arah dan tujuan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang akan memandu masa depan yang
realistik dan kredibel serta menjadi budaya organisasi.

Untuk kepentingan keterarahan merealisasi tujuan dan sasaran serta pelaksanaan
program dan kegiatan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku maka strategi yang
ditetapkan adalah sebagai berikut :

1.  Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah.

2.  Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran berdasarkan
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

11
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3. Meningkatkan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
4. Meningkatkan proses penyusunan anggaran dan kualitas Laporan Keuangan dan Aset

Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang
berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan
ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan
dalam perwujudan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan
dalam periode 2019 — 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadwal

2. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa
standar belanja dan standar satuan harga.

3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah.

4. Penerapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan dan Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian
dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi
sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan

dilaksanakan.

Tujuan organisasi yang akan dicapai yaitu :
1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
3. Optimalisasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Adapun Sasaran yang akan dicapai antara lain adalah:
1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
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1.

KEBIJAKAN

Kebijakan Dibidang Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dan pengelolaan keuangan daerah tersebut

merupakan rangkaian siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang

pelaksanaanya dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaaan

hingga kepada pertanggung jawaban APBD yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dapat diuraikan sebagai berikut :

a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan menjadi primadona pendapatan daerah,
sedangkan dana perimbangan dari Pusat dan sumber pendapatan lain-lain yang sah
merupakan faktor penunjang.

Komposisi belanja daerah didasarkan kepada kebutuhan objektif, efektif dan efisien
dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh
hasil yang optimal, sesuai dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

Semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam tahun anggaran berjalan harus
dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk
membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran yang dapat ditutup dari

pembiayaan.

. Seluruh pendapatan harus disetorkan ke Kas Daerah secara bruto dan tidak

diperkenankan secara netto, dimana biaya-biaya dalam rangka perolehan pendapatan
daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.

Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari
setelah penerimaannya.

Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat
dibelanjakan dengan Pagu Anggaranyang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek dan
rincian objek belanja dan tidak boleh melampaui dari Pagu Anggaran tersebut.
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Kebijakan berdasarkan Tujuan yang diemban Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

a.

2.

Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan
peningkatan budaya kerja aparatur.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan dan
aset daerah.

Peningkatan prosedur kerja dan etos kerja pada semua tingkat dan lini organisasi.
Peningkatan dan penataan kapasitas sumber daya aparatur.

Peningkatan pelayanan publik dan terlaksananya manajemen pemerintahan yang

berbasis kinerja.

Kebijakan Dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diawali dengan Penetapan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) untuk menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung :

0O T 9

. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
. Pelaksanaan pembangunan, dan
. Tugas-tugas pelayanan kepada masyarkat yang didukung oleh sumber-sumber

penerimaan daerah.

Rencana target penerimaan PAD, disusun dengan menggunakan variabel antara lain :

Kondisi potensi dan atau data objek pungut dan asumsi perkembangannya pada tahun
berjalan.

Tingkat realisasi penerimaan pada tahun berjalan dan tahun anggaran berikutnya.
Estimasi perkembangan dan kondisi dilapangan.

Adanya faktor-faktor pendukung, seperti : tarif, penagihan, tunggakan, kegiatan
pemungutan di lapangan.

Karakter dari masing-masing jenis pungutan.
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f. Penerimaan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yang
berkaitan erat dengan kebijakan pusat.
g. Kajian potensi dan pendataan objek pungutan untuk dijadikan bahan referensi dan

evaluasi sehingga target yang ditetapkan lebih rasional.

3. Kebijakan Dibidang Pengelolaan Belanja Daerah
Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang dimulai
dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dilanjutkan dengan penyusunan
Prioritas Plafon Anggaran (PPAS), sebagai pedoman untuk menerapkan program dan
kebijakan serta anggaran yang dituangkan pada Rancangan APBD (R.APBD) selanjutnya
untuk dibahas bersama dengan DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang
APBD.
Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Pengelolaan
Keuanga Daerah dikelompokkan atas 2 (dua) kelompok, yaitu :
A. Belanja Tidak Langsung
Merupakan belanja yang tidak secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan, DIMNA
Belanja Tidak Langsung meliputi 8 (delapan) jenis belanja, yaitu meliputi :
Belanja pegawai
Belanja bunga
Belanja subsidi
Belanja hibah

1
2
3
4
5. Belanja bantuan sosial
6. Belanja bagi hasil
7. Belanja bantuan keuangan dan
8. Belanja tidak terduga.
B Belanja Langsung
Yaitu Belanja yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan,
dimana Belanja Langsung tersebut, yaitu meliputi :
1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa

3. Belanja modal.
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Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa :

A. Klasifikasi belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi;

2. Belanja Modal;

3. Belanja Tidak Terduga;

4. Belanja Transfer.

A.1. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

1. Belanja Pegawai;

2. Belanja Barang dan Jasa;

3. Belanja Bunga;

4. Belanja Subsidi;

5. Belanja Hibah; dan

6. Belanja Bantuan Sosial.

A.2. Belanja Modal : merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset
tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode
akuntansi.

A.3. Belanja Tidak Terduga : merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD
untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

A.4. Belanja Transfer : merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepeda
Pemerintah Desa.

Kebijakan belanja daerah ditekankan kepada peningkatan kwalitas pelayanan

masyarakat dan upaya memenuhi sarana dan prasarana dasar pelayanan dalam rangka

tercapainya pelayanan publik. Dengan demikian kebijakan belanja daerah diarahkan pada

kebijakan pembangunan, yaitu meliputi :

a.

Melakukan terus upaya terciptanya Good Governance dan Clean Government dengan
dukungan aparatur yang bersih.

Meningkatkan kwalitas SDM Aparatur melului peningkatan akses, pemerataan dengan
pendidikan dan pelatihan.

Terciptanya kepatutan pengelolaan anggaran

Mengutamakan skala prioritas terhadap belanja dan pemecahan permasalahan dari

keterbatasan anggaran pada masing-masing SKPD tanpa mengurangi tingkat pelayanan.
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b. Kebijakan Dibidang Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri-dari sumber penerimaan daerah pengeluaran daerah,
dimana penerimaan daerah termasuk meliputi : sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan
transfer dana cadangan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah meliputi : pembiayaan
hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal dan sisa
lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Kebijakan pembiayaan lebih diarahkan pada :

a. Pengembangan investasi dalam bentuk penyertaan modal.
b. Kebijakan optimalisasi penyerapan sisa lebih anggaran dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut di atas, sesuai dengan RPIJMD Provsu Tahun
2019-2023 dan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019-2023, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Utara melaksanakan program sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran ;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;

C
d
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan;
f.  Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

g

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
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B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Negara PAN dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 adalah Dokumen Penetapan Kinerja yang
merupakan suatu dokumen yang menyajikan Pernyataan Kinerja /Kesepakatan Kinerja/
Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan Target Kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah.

Sementara itu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014, bahwa Perjanjian
Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
programy/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerpa.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja
merupakan dokumen pernyataan Kkinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara
atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber
daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator
kinerja utama, beserta target kinerja, program/kegiatan utama dan anggaran.

Penetapan kinerja akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh
suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berkenaan dengan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara tersebut yang dimaksud adalah Dokumen Penetapan Kinerja pada
Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu :

a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
b.  Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

C. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Perjanjian Kinerja memuat tentang Target Kinerja beserta program/kegiatan yang
dibiayai APBD Pronvisi Sumatera Utara Tahun 2019. Keberhasilan/ kegagalan dalam rangka
pencapaian Target Kinerya yang diperjanjikan tersebut menggunakan Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang merupakan Instrumen Pengukuran Kinerja.
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Pengukuran kinerja dilakukan setelah Tahun Anggaran 2020 berakhir, yang
selanjutnya diuraikan pada BAB III Laporan Kinerja (LK) Tahun 2020 ini . Adapun
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020 tersebut adalah pada Tabel berikut ini.
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TABEL 2.1
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI
(1) (2) (3) (5)
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan (Jumlah Dok. Anggaran yang tersedia)
Keuangan Daerah Daerah sesuai ketentuan dan peraturan x 100%
perundang-undangan (Jumlah Dok. Anggaran yang harus tersedia)
2. Mewujudkan penataan dan pengelolaan | BMD dikelola dengan baik Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP
aset yang berkualitas
Aplikasi Simbada berbasis online
Jumlah tanah yang bersertifikat
3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Persentase Pelaksanaan Evaluasi APBD (Jumlah SK Gubsu tentang ABPD Kab/Kota) x 100%

Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota

Kab/Kota

(Jumlah Kab/kota)

(Jumlah SK Gubsu tentang P.APBD Kab/Kota)

(Jumlah Kab/Kota)

x 100%

(Jumlah SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kab/Kota)

(Jumlah Kab/Kota)

x 100%
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur dan

disusun secara periodik.

Berikut akan diuraikan akuntabilitas kinerja Tahun 2020, yaitu terkait dengan informasi
tentang :
= CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2020.
= REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2020

1. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik
dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang
akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
seharusnya terjadi dengan kinerja yang terlaksana. Pengumpulan data kinerja diarahkan
untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang
berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi
pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat,
efisiensi dan efektivitas.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk
memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum.
Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan,
frekwensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media

yang digunakan.
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1.1. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan
terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selaras
antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenubhi
kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun
waktu tertentu.

1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi
serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang
berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organiasi dan kriteria
indikator kinerja yang baik. Oleh sebab itu, IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan
Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap

tingkatan organisasi.

2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang
akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan
dalam rangka Perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip
keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Pengumpulan data kinerja
Tahun 2019 ini, dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dengan
bagian-bagian yang bertanggungjawab dalam pencatatan.

Perolehan data kinerja bersumber dari internal Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yang secara sistematis didasarkan
pada Laporan Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan APBD TA. 2020, Laporan Triwulanan,
Semesteran dan Tahunan. Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah
serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk  memperoleh
klarifikasi dan penyesuaian seperlunya, dan selanjutnya disajikan dalam LK ini.
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3. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan dengan menggunakan metode
pembandingan antara Rencana Kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan
Realisasi Kinerja (performance result) yang dicapai pada Tahun 2020.

Selanjutnya pengukuran kinerja atas target kinerja yang diperjanjikan pada
Dokumen Penetapan Kinerja yang disusun di awal Tahun 2020, akan menghasilkan
realisasi kinerja sampai kepada Capaian Kinerja, atau dengan rumus seperti dapat
dilihat di bawah ini :

CK=RKx100%
TK

Keterangan :
CK = Capaian Kinerja
RK = Realisasi Kinerja
Tk = TargetKinerja

4. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja yaitu hasil perbandingan antara capaian target kinerja
dengan relaisasi kinerja, yaitu sebagaimana rumus diatas, sehingga dari hasil
pengukuran kinerja ini akan menghasilkan Capaian Kinerja dari masing-masing
Indikator Kinerja. Selanjutnya hasil pengukuran kinerja ini akan menjadi gambaran atas
Capaian Kinerja Organisasi yaitu Capaian Kinerja Tahun 2020 dan sekaligus
menginformasikan tentang tingkat kinerja dari keberhasilan dan kegagalan yang ada.

Hasil pengukuran kinerja tersebut, seyogianya juga dikaitkan dengan serapan
anggaran atau realiasi anggaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan.
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4.1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi dan analisis kinerja dimaksudkan untuk melihat bagaimana capaian kinerja
diperoleh berdasarkan sasaran strategis. Indikator kinerja, target kinerja beserta program dan
kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020.

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis kinerja, yaitu berkenaan dengan penyajian
capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
selama kurun waktu Tahun 2020 pada setiap pernyataan kinerja masing-masing Sasaran
Strategis dalam rangka pencapaian Target Kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun
2020. Selanjutnya dari setiap pernyataan kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis
tersebut akan dilakukan analisis capaian kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2020 dengan relaisasi kinerja Tahun

2019 yaitu sepanjang masih relevan dengan IKU yang digunakan;

3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target jangka menengah
target pada RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019-2023) dan/atau Target Tahunan IKU;

4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan standard nasional (jika ada)
dan untuk dibandingkan dengan standardnasional.

5. Pagu dan serapan anggaran dalam rangka keberhasilan capaian kinerja
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Sementara itu, bahwa terkait dengan Tingkat pencapaian kinerja tersebut akan
dikelompokkan menurut :

1. Sasaran strategis;
Indikator kinerja atau Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur
keberhasilan/kegagalan Sasaran Strategis;

2. Target Kinerja, yaitu Target Kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai dari masing-
masing Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu Tahun 2019.
Realisasi Kinerja, yaitu angka capaian dari Target Kinerja

4. Capaian Kinerja, yaitu angka capaian perbandingan antara Capaian Realisasi dengan
target kinerja.

Tabel 3.1
Pengkategorian dan Pemeringkatan Capaian Kinerja
No. INTERVAL TINGKAT PREDIKAT/
CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1. 0-45 % TIDAK BAIK
2. 46 — 65 % CUKUP BAIK
3. 66 — 85 % BAIK
4. > =86 % SANGAT BAIK

Berikut akan diuraikan evaluai dan analisis capaian kinerja pada Tahun 2020, yaitu sebagai
berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Sasaran stategis ini menggambarkan tentang tingkat kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mengingat capaian indikator kinerja sebagai
instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dari Sasaran Strategis ke-1
tersebut, kemudian perlu dianalisis hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja dari Indikator
kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

25



Laporan Kinerja BPKAD Provsu 2020

4.1.1 PERSENTASE PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI
KETENTUAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI %

1. Persentase Pelaksanaan Pengelolan
Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan
Peraturan Perundang -undangan

100% 100% 100

Pada Tabel.3.2 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan

Pengelolan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan targetnya

sebesar 100 persen dan realisasi sebesar 100 persen atau capaian kinerja 100%. Capaian

Kinerja Organisasi Tahun 2020 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau

dengan kategori sangat baik.

BPKAD Provsu pada tahun anggaran 2020 telah melakukan pengelolaan keuangan daerah

terdiri dari :

a)

b)

Penganggaran : menyusun anggaran pendapatan dan belanja sesuai tahapan dan

ketentuan yang berlaku;

Pelaksanaan : penerimaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan dan pencairan

anggaran belanja yang akan digunakan;
Penatausahaan : pencatatan dan pendokumentasian transaksi pendapatan dan belanja;
Pelaporan : penyusunan laporan realisai pendapatan dan realisasi belanja;

Pertanggungjawaban : menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

pendapata dan belanja, dan

Pengawasan Keuangan Daerah ; melakukan monitoring atau rekonsiliasi data.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peaturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011.
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Formulasi dalam rangka pencaipaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 antara lain :

Tabel 3.3
Formulasi dan Realiasi

FORMULASI REALISASI
(1) (2)
(Jumlah Dok. Anggaran yang tersedia) x 100% 100%

(Jumlah Dok. Anggaran yang harus tersedia)

Adapun dokumen anggaran yang harus tersedia antara lain :

1.
2.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) / Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) / Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Semenrtara (PPAS);

Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Perubahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).

Dokumen anggaran yang dapat terlaksana pada tahun anggaran 2020 antara lain :

1.

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2020 pada bulan Januari 2020;

Terlaksana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 903/6640/2020
dan 03/PK/DPRD-SU/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Perubahan Kebijakan
Umum Anngaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Terlaksana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 903/6641/2020
dan 04/PK/DPRD-SU/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020;
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10.

11.

12.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2020 pada bulan September 2020;

Terlaksana penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 3
Tahun 2020 tanggal 5 Nopember 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Terlaksana penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 47 Tahun
2020 tanggal 6 Nopember 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Tersusunnya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 pada bulan Nopember 2020;

Terlaksana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/8613/2020
dan 07/PK/DPRD-SU/2020 tanggal 17 Nopember 2020 tentang Perubahan Kebijakan
Umum Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Terlaksana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/8614/2020
dan 08/PK/DPRD-SU/2020 tanggal 17 Nopember 2020 tentang Perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021;

Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2021 pada bulan Nopember 2020;

Terlaksana penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 4
Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

Terlaksana penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 50

Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
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Realisasi capaian kinerja untuk Sasaran-1 adalah :

(Jumlah Dok. Anggaran yang tersedia) x 100%

(Jumlah Dok. Anggaran yang harus tersedia)

12 Dokumen x 100%

12 Dokumen
= 100%

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara juga menyusun
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun Anggaran 2019 tanggal 9 Oktober 2020 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
: 44 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 tanggal 12 Oktober 2020. Hasil Opini
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).

SASARAN STRATEGIS 2: MEWUJUDKAN PENATAAN DAN
PENGELOLAAN ASET YANG
BERKUALITAS

Sasaran stategis ini menggambarkan tentang mewujudkan pelayanan Penataan dan
Pengelolaan Aset yang berkualitas di Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mengingat
capaian indikator kinerja sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan/kegagalan dari Sasaran Strategis ke-2 tersebut, kemudian perlu dianalisis hal-hal

yang mempengaruhi capaian kinerja dari Indikator kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :
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4.1.2 BMD DIKELOLA DENGAN BAIK

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-2

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

TARGET REALISASI %

1. BMD dikelola dengan baik

100% 100% 100

Pada Tabel.3.4 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja BMD dikelola

dengan baik targetnya sebesar 100 persen dan realisasi sebesar 100 persen atau 100%.

Dokumen sertifikat yang dapat diurus adalah 53 sertifikat atau capaian kinerja 100 persen.

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020 pada Indikator ini mencapai angka pada level

100% atau dengan kategori sangat baik.

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

1.

Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah,
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Daftar Kebutuhan Barang
Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

Melaksanakan Evaluasi Laporan Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung;
Melaksanakan Penetapan dan Pengalihan Status Barang Milik Daerah;

Melaksanakan Pengelolaan Aseta dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi
Simbada Barang Milk Daerah;

Melaksanakan Penaksiran/penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milk Daerah

Provinsi Sumatera Utara;

Melaksanakan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah Provsu;
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7. Melaksanakan Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikat Tanah Milik Pemprovsu;
8. Melaksanakan Analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Daerah;
9. Melaksanakan Pengamanan Aset Milik Pemprovsu yang bermasalah;

10. Melaksanakan Pemutakhiran Data Aset Tetap Milik Pemprovsu untuk Bahan

Neraca Per 31 Desember

Regulasi yang digunakan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah adalah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Formulasi dalam rangka pencaipaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 antara lain :

Tabel. 3.5
FORMULASI DAN REALISASI

FORMULASI REALISASI
(5)
Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP 100%
Aplikasi Simbada berbasis online 100%
Jumlah tanah yang bersertifikat 140%

Dalam rangka pengelolaan asset daerah mengacu pada Standar Akuntabilitas
Pemerintah (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah. Data dokumen asset diperoleh dari Perangkat Daerah yang berada di

seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi lainnya.
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Pada Indikator Kinerja Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP maka jumlah laporan yang

disusun targetnya sebanyak 7 (tujuh) dokumen yaitu :

a)
b)
<)
d)
e)
f)
9)

Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB A s/d KIB F);
Laporan Persediaan Barang;

Laporan Penghapusan;

Laporan Inventaris;

Neraca;

Laporan Penyusutan; dan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Sedangkan realisasi Indikator Kinerja Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP yang

tersedia sebanyak 7 (tujuh) dokumen atau 100% vyaitu :

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)

Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB A s/d KIB F);
Laporan Persediaan Barang;

Laporan Penghapusan;

Laporan Inventaris;

Neraca;

Laporan Penyusutan; dan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .

Pada Pengelolaan Barang Milk Daerah telah digunakan Aplikasi Simbada berbasis

online dimana seluruh pendataan asset dilakukan dengan aplikasi. Tujuan dan manfaat dari

aplikasi Simbada BMD ialah Untuk mempermudah penatausahaan Barang Milik Daerah dari

pengadaan sampai penghapusan untuk asset tetap dan persediaan.

Data yang disajikan pada Aplikasi Simbada antara lain :

1. KIB A s/dKIB F
2. Persediaan Barang

-Buku Persediaan

-Buku Penerimaan

-Buku Pengeluaran

-Rekap Persediaan

32



Laporan Kinerja BPKAD Provsu 2020

3. Laporan Penghapusan
-Daftar Usulan Penghapusan
-Lampiran SK Penghapusan
4. Laporan Inventaris
-Rekap Mutasi
-Laporan Mutasi
-Mutasi Rinci
-Daftar Aset Menurut Kondisi
-Buku Inventaris
-Rekap Buku Inventaris
-Daftar Kenderaan
-Rekap Kenderaan Rincian Barang
5. Akuntansi
-Mutasi Neraca
-Neraca Perubahan
-Rekap Neraca Aset
-Rincian Barang Ke Neraca
-Penyusutan KIB B Peralatan dan Mesin
-Penyusutan KIB C Gedung dan Bangunan http://simbada.sumutprov.go.id/
dashboard/grafik.html
-Penyusutan KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan
-Penyusutan KIB E Aset Tetap Lainnya
-Penyusutan Amortisasi (Aset Tak Berwujud)
-Rekapitulasi Penyusutan
-Rincian Barang Penyusutan (2 digit)
-Rincian Barang Penyusutan (4 digit)

Untuk pengamanan asset daerah dilakukan Pengurusan dan Pembaharuan
Sertifikat Tanah Milik Pemprovsu. Total Tanah Pemprosu sebanyak 2.098 persil, sampai
dengan Tahun 2009 yang telah bersertifikat sebanyak 398 persil. Pada Tahun 2020
ditargetkan yang akan disertifikat sebanyak 100 persil dan realisasi sebanyak 140 persil
atau 140%.
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Adapun Perangkat Daerah yang selesai mengurus Sertifikat yaitu :

1.

2.

0.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah : 1 sertifikat

PD. Aneka Industri dan Jasa : 1 sertifikat

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah : 3 sertifikat
Biro Umum : 3 sertifikat

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura : 7 sertifikat

Dinas Kehutanan : 5 sertifikat

Dinas Pendidikan : 58 sertifikat

Dinas Perhubungan : 3 sertifikat

Dinas Perkebunan : 4 sertifikat

10. Dinas Sosial : 32 sertifikat

11. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang : 23 sertifikat
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SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA KUALITAS

PEMBINAAN PENGELOAAN
KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

Sasaran stategis ini menggambarkan tentang mewujudkan pelayanan Evaluasi APBD

Kabupaten/Kota. Mengingat capaian indikator kinerja sebagai instrumen yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan/kegagalan dari Sasaran Strategis ke-3 tersebut, kemudian perlu

dianalisis hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja dari Indikator kinerja tersebut, yaitu

sebagai berikut :

4.1.3 PERSENTASE PELAKSANAAN EVALUASI APBD KABUPATEN/KOTA

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-3

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI %

1. Persentase Pelaksanaan Evaluasi APBD

o) o)
Kabupaten/Kota 100% 100% 100

Pada Tabel.3.6 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Persentase Pelaksanan
Evaluasi tentang rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD dan rancangan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota tepat waktu targetnya sebesar
100% dan realisasi sebesar 100% atau 100% . Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020
pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori sangat baik.

Hal ini dikarenakan bahwa target pada Indikator Kinerja ini telah disesuaikan dengan
jumlah rancangan APBD, rancangan P.APBD dan rancangan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara sejumlah 33
Kabupaten/Kota yang dievaluasi. Terkait dengan jumlah rancangan perda APBD, P.APBD
dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera
Utara yang dievaluasi selama 1 Tahun Anggaran adalah 99 Surat Keputusan Gubernur
Sumatera Utara.
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Formulasi dalam rangka pencaipaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 antara lain :

Tabel. 3.7
FORMULASI DAN REALISASI

FORMULASI REALISASI
(1) (2)

(Jumlah SK Gubsu tentang ABPD Kab/Kota) x 100% 100%
(Tumlah Kab/kota)

(Jumlah SK Gubsu tentang P.APBD Kab/Kota) x 100% 100%
(Jumlah Kab/Kota)

(Jumlah SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban 100%
Pelaksanaan APBD Kab/Kota) x 100%

(Jumlah Kab/Kota)

Adapun batas waktu untuk menyampaikan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran

2021 adalah tanggal 30 Desember 2020 sedangkan untuk penyampaian perubahan APBD

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 adalah tanggal 30 September 2020. Sedangkan

batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah tanggal
31 Juli 2020.

Kabupaten/Kota yang menyampiakan dokumen rancangan APBD, rancangan

Perubahan APBD dan rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dievaluasi antara lain :

1. Kota Medan 2. Kabupaten Deli Serdang

3. Kabupaten Serdang Bedagai 4. Kota Tebing Tinggi

5. Kabupaten Batubara 6. Kabupaten Asahan

7. Kota Tanjung Balai 8. Labuhanbatu Utara

9. Labuhanbatu 10. Labuhanbatu Selatan

11. Kabupaten Simalungun 12. Kabupaten Toba

13. Kabupaten Somosir 14. Kabupaten Humbang Hasundutan
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15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.

Kabupaten Tapanuli Utara
Kota Sibolga

Kota Padang Sidempuan
Kabupaten Padang Lawas
Kota Gunung Sitoli
Kabupaten Nias Selatan
Kabupaten Nias Barat
Kabupaten Pak-pak Bharat
Kota Pematang Siantar

Kota Binjai

16.
18.
20.
22,
24,
26.
28.
30.
32.

Kabupaten Tapanuli Tengah
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kabupaten Mandailing Natal
Kabupaten Padang Lawas Utara
Kabupaten Nias

Kabupaten Nias Utara
Kabupaten Karo

Kabupaten Dairi

Kabupaten Langkat
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4.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya
yaitu perbandungan capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun 2019. Adapun

perbandingannya antara lain :

Tabel 3.8.
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019

NO CAPAIAN CAPAIAN KINERJA CAPAIAN KINERJA TAHUN
FORMULASI TAHUN 2020 2019

KINERJA TARGET | REALISASI % | TARGET | REALISASI | %

1. | Jumlah Dokumen KUA
dan PPAS APBD dan 4 4 100 4 4 100
Perubahan APBD yang
disusun

2. | Jumlah Dokumen RKA 100
dan Perubahan RKA 100 100 100 100 100
yang diverifikasi

3. | Jumlah Dokumen APBD dan
Perubahan APBD yang
disusun

2 2 100 2 2 100

4. | Jumlah DPA/DPPA/DPAL

SKPD/PPKD yang diverifikasi 100 100 100 100 100 100

Jumlah Laporan
5. | Pertanggungjawaban 1 1 100 1 1 100
Pelaksanaan Pemerintah
Daerah

6. | Laporan Data Aset Daerah
sesuai SAP 7 7 100 7 7 100

7. | Aplikasi Simbada berbasis

online 1 1 100 1 1 100

8. | Jumlah tanah yang
bersertifikat 100 140 100 10 10 100

9. | Jumlah SK Gubsu tentang
APBD Kab/Kota 33 33 100 33 33 100

10. | Jumlah SK Gubsu tentang
Perubahan APBD Kab/Kota 33 33 100 33 33 100

11. | Jumlah SK Gubsu tentang
Pertanggungjawaban 33 33 100 33 33 100
Pelaksanaan APBD Kab/Kota
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1. JUMLAH DOKUMEN KUA DAN PPAS APBD DAN PERUBAHAN APBD YANG DISUSUN

Grafik 1.
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -1
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Dari Tabel 3.8 dan Grafik 1 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 dengantarget 4
dukumen dan realisasi 4 dokumen dengan capaian 100% dan Tahun 2019 dapat dilihat target
adalah 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan persentase 100%. Penyusunan KUA dan
PPAS APBD 2 Dokumen dan KUA Dan PPAS Perubahan APBD 2 Dokumen.

b. Capaian Kineria :

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target
kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Capaian Kinerja
Organisasi Tahun 2020 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan

kategori sangat baik.
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2. JUMLAH DOKUMEN RKA DAN PERUBAHAN RKA YANG DI VERIFIKASI

Grafik 2.
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -1
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a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun iendgan fanun

Dari Tabel 3.8 dan Grafik 2 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 target adalah 100
dokumen dan realisasi 100 dokumen dengan capaian kinerja 100% dan Tahun 2019 dapat
dilihat pada table 3.8 target Tahun 2019 adalah 100 dokumen dan realisasi 100 dokumen
dengan persentase 100%. RKA APBD sebanyak 50 dokumen dan Perubahan RKA APBD
sebanyak 50 dokumen.

b.  Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target
kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Capaian Kinerja
Organisasi Tahun 2020 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan

kategori sangat baik.
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3. JUMLAH DOKUMEN APBD DAN PERUBAHAN APBD YANG DISUSUN

Grafik 3.
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -1
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a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2@

Dari Tabel 3.8 dan Grafik 3 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 target adalah
2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Dan pada Target Tahun
2019 adalah 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dengan persentase 100%. APBD murni 1

dokumen dan Perubahan APBD 1 dokumen.

b. _Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target
kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Capaian Kinerja
Organisasi Tahun 2020 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan

kategori sangat baik.
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4. JUMLAH DOKUMEN DPA DAN PERUBAHAN DPA YANG DIVERIFIKASI

Grafik 4.
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -1
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Dari Tabel 3.8 dan Grafik 4 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 target adalah
100 dokumen dan realisasi 100 dokumen dengan persentase 100% dan pada target Tahun 2019
adalah 100 dokumen dan realisasi 100 dokumen dengan persentase 100%. DPA yang diverifikasi

sebanyak 50 dokumen dan perubahan DPA sebanyak 50 dokumen.

b. _Capaian Indikator Kineria :

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target
kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Capaian Kinerja
Organisasi Tahun 2020 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan

kategori sangat baik.
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5. JUMLAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH
DAERAH

Grafik 5.
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -1
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a. Perbandinaan Capaian Kineria Tahun 2020 denaan Tahun 20

Dari Tabel 3.8 dan Grafik 5 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 target adalah 1
dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100% dan dapat dilihat
pada Target Tahun 2019 adalah 1 dokumen dan realisasi 1dokumen dengan persentase 100%.
Realisasi kegiatan adalah penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020

sebanyak 1 dokumen.

b. Capaian Indikator Kineria :

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target
kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Capaian Kinerja
Organisasi Tahun 2020 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan

kategori sangat baik.
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6. LAPORAN DATA ASET DAERAH DAERAH SESUAI SAP

Grafik 6.
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -2
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Dari Tabel 3.8 dan Grafik 6 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 target jumlah
Laporan Barang Milik Daerah yang disusun adalah 7 dokumen dan realisasi sebanyak 7 dokumen
dengan persentase 100% dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 7 dokumen dan realisasi
7 dokumen dengan persentase 100%. Realisasi kegiatan adalah Jumlah jenis Laporan Data Aset
Daerah yang disusun sebanyak 7 dokumen.

b.  Capaian Indikator Kinerja ;

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan
target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Capaian Kinerja
Organisasi Tahun 2020 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan

kategori sangat baik.
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7. APLIKASI SIMBADA BERBASIS BERBASIS ONLINE

Grafik 7.
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -2
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Perbandingan Capaian Kiherija 1anun 2020 dendgan fahun 20

Dari Tabel 3.8 dan Grafik 7 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 Target aplikasi yang
digunakan adalah 1 aplikasi dengan realisasi 1 aplikasi atau persentase 100% dan dapat dilihat
pada Target Tahun 2019 adalah 1 aplikasi dan realisasi 1 aplikasi dengan persentase 100%.
Aplikasi yang digunakan pada Tahun 2020 sebanyak 1 aplikasi yaitu aplikasi Simbada yang

berbasisi online.

b, Capaian Indikator Kineria :

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target
kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Capaian Kinerja
Organisasi Tahun 2020 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan

kategori sangat baik.

45



Laporan Kinerja BPKAD Provsu 2020

8. JUMLAH TANAH YANG BERSERTIFIKAT

Grafik 8.
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -2
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Dari Tabel 3.8 dan Grafik 8 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 target tanah yang
disertifikat 100 persil dan realisasi 140 persil atau 140% dan dapat dilihat pada Target Tahun
2019 adalah 10 persil dan realisasi 10 persil dengan persentase 100%. Realisasi kegiatan

pensertifikatan tanah Tahun 2020 sebanyak 140 persil.

b, Capaian Indikator Kineria :

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja melebihi target
dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Capaian
Kinerja Organisasi Tahun 2020 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan

kategori sangat baik.
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9. JUMLAH SK GUBSU TENTANG APBD KABUPATEN/KOTA

Grafik 9.
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -3
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Perpandindan APpaladanN Kiherid aNUN )20 dendgan 2ANUN l
Dari Tabel 3.8 dan Grafik 9 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 Target 33 SK dan
realisasi 33 SK dengan persentase 100% dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai
target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 33 SK dan realisasi 33 SK dengan
persentase 100%. Realisasi Surat Keputusan Gubernur tentang APBD Kab/Kota sebanyak 33 SK

b, Capaian Indikator Kineria :

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target
kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Capaian Kinerja
Organisasi Tahun 2020 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan

kategori sangat baik.
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10. JUMLAH SK GUBSU TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA

Grafik 10.
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -3

SK GUBSU TENTANG PERUBAHAN APBD

100
80
60
40

20

2020 2019

B TARGET m REALISASI PERSEN

Dari Tabel 3.8 dan Grafik 10 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 Target 33 SK dan
realisasi 33 SK dengan persentase 100% dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai
target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 33 SK dan realisasi 33 SK dengan
persentase 100%. Realisasi Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD Kab/Kota
sebanyak 33 SK .

b, Capaian Indikator Kineria :

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target
kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Capaian Kinerja
Organisasi Tahun 2020 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan

kategori sangat baik.
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11. PERSENTASE SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
APBD KAB/KOTA YANG DIEVALUASI TEPAT WAKTU

Grafik 11.
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -3
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a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2(
Dari Tabel 3.8 dan Grafik 11 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 Target 33 SK dan
realisasi 33 SK dengan persentase 100% dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai
target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 33 SK dan realisasi 33 SK dengan
persentase 100%. Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kab/Kota sebanyak 33 SK atau 33 Kab/Kota.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan
target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Capaian Kinerja
Organisasi Tahun 2020 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan

kategori sangat baik.
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‘ 4.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN
TARGET TAHUNAN IKU

untuk melihat berapa besar capaian kinerja tahun 2020 terhadap target IKU tahun 2020.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan target tahunan IKU adalah

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahunan IKU

antara lain :
Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Tahunan IKU
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2019 DAN TARGET
TAHUNAN IKU
NO INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
TAHUNAN KINERJA %
IKU TAHUN 2019
1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS
APBD dan Perubahan APBD yang 4 4 100
disusun
2. Jumlah RKA dan Perubahan RKA
yang diverifikasi 100 100 100
3. Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan ) 5 100
APBD yang disusun
4, Jumlah_ DP_A_/DP_PA/DPAL SKPD/PPKD 100 100 100
yang diverifikasi
7. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Pemerintah Daerah 1 1 100
8. Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan
APBD Pemerintah Daerah 6 6 100
6. Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP
7 / 100
7. Aplikasi Simbada berbasis online
1 1 100
8. Jumlah tanah yang bersertifikat
100 140 100
9. Jumlah SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota
33 33 100
10. Jumlah SK Gubsu tentang Perubahan
APBD Kab/Kota 33 33 100
11. Jumlah SK Gubsu tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 33 33 100
Kab/Kota
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Target Tahunan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan menjadi alat ukur terhadap realisasi
kinerja tahun 2020.

Pada Tahun 2020 Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel
3.9 vyaitu pada kegiatan-kegiatan Tahun 2020 terdapat kegiatan yang seluruhnya mencapai
target yaitu dengan persentase 100% .

Namun pada kegiatan mensertifikat tanah melebihi target yang telah ditetapkan 100

persil dan realiasisi 140 persil atau capaian kinerja 140%
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4. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Tabel 3.10
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

KEGIATAN PAGU REALISASI PERSENTASE
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.479.559.082 | 15.889.778.584 96,42%
Gaji dan Tunjangan 8.079.559.082 7.750.213.055 95,92%
Tambahan Penghasilan PNS 8.400.000.000 8.139.565.529 96,90%
BELANJA LANGSUNG 25.202.252.957 | 21.465.594.851 85,17%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.448.286.990 3.883.085.416 87,29%
Penyediaan jasa surat menyurat 89.000.000 85.053.000 95,57%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.500.000 32140990 55,90%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 179.000.000 140.874.000 78,70%
Penyediaan Jasa Perizinan Kenderaan Dinas/Operasional 50.000.000 39.066.795 78,13%
Penyediaan jasa administrasi perkantoran/keuangan 1.529.230.000 1.229.900.000 80,43%
Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000 286.441.190 95,48%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 300.452.900 248.307.000 82,64%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangang- 60.35%
Undangan 34.100.000 20.579.500 !
Penyediaan Makanan dan Minuman 508.906.690 431.951.000 84,88%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.199.247.400 1.167.921.941 97,39%
Penyediaan jasa kebersihan 97.500.000 97.500.000 100,00%
Penyediaan jasa keamanan 103.350.000 103.350.000 100,00%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 92.82%
APARATUR 2.649.202.750 2.459.076.330 !
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 190.327.750 186.150.000 97,80%
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 261.475.000 224.059.903 85,69%
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H [v)
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Sementara BPKAD 2.197.400.000 5 048.866.427 93,24%
0,
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 172.100.000 165.450.000 96,14%
i i 0,
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 103.200.000 | 96.550.000 93,56%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu - 0,00%
. L . . o
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BPKAD 63.900.000 | 68.900.000 0,00%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 94 98%
APARATUR 332.801.497 | 316.107.497 7R
Bimbingan Teknis Sistem Online Penerimaan Daerah - 0,00%
Sosialisasi Pajak PPN dan PPh Pasal 22, 23, Final Pasal 4 Ayat 2 - 0,00%
Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang
. . o
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Daerah Terhadap 6.830.000 | 5.136.000 75,20%
Penatausahaan Keuangan Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Berkaitan Dengan 100.00%
Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota 247.791.200 | 247.791.200 ot
Pelatihan Dan Bimtek Tatacara Tatacara Evaluasi APBD Dan 64 79%
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 41.180.297 | 26.680.297 it
Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di
. - 0,00%
Lingkungan Pemprovsu -

- . o
Pendidikan dan Pelatihan Formal 37.000.000 | 36.500.000 98,65%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 95 28%
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.079.534.450 1.981.440.497 e8R
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah i 0.00%
(LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja - it
Penyusunan Anggaran Kas Pemprovsu APBD dan Perubahan

- 0,00%
APBD -
Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran 97 73%
Daerah 154.434.800 | 150.934.800 e

H (v
Pengelolaan Pajak PPN dan PPh 250.438.750 | 231.800.000 92,56%
Penyusunan Laporan Realisasi Semester | APBD Serta Prognosis 82 18%
6 Bulan Berikutnya 140.830.000 | 115.727.500 e
. . o
Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) 523.495.600 | 520.491.436 99,43%
. . o
Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemprovsu 104.854.800 | 100.080.501 95,45%
Rekonsiliasi Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan dan 89 87%
Bendahara Pengeluaran 56.450.000 | 50.730.000 S0
In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah - 0,00%
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 94.91%
Pemerintah Provinsi Sumaterta Utara 573.590.000 | 544.399.360 e
Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Hibah, Belanja 99 83%
Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan 193.980.500 | 193.648.400 it
0,

Penyusunan Pelaporan Keuangan BPKAD 81.460.000 | 73.628.500 90,39%
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Peningkatan Maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah

- 0,
(SPIP) Pada BPKAD 0,00%
Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pada BPKAD - 0,00%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 82 65%
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2.910.044.700 2.405.178.303 37
Pengadaan BMD Mempedomani Standar Barang dan Standar 46.30%
Kebutuhan 92.938.800 43.032.000 R0
Evaluasi dan Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD, dan 58 58%
DKPBMD 93.982.000 55.052.200 (et

H H H 1 0,

Evaluasi Laporan Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung 45.760.000 38.129.730 83,33%
1 [
Penetapan dan Pengalihan Status BMD 127.055.600 112.100.800 88,23%
Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi 97 66%
Simbada BMD 670.009.000 654.302.600 R
Penaksiran/penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik 83.91%
Daerah Provinsi Sumatera Utara 201.914.000 169.425.000 i
Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik 84 76%
Daerah Provsu 283.143.200 239.996.940 et
s . . . o
Monitoring Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara 203.439.600 179.548.300 88,26%
Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikasi Tanah Milik 75.58%
Pemprovsu 690.070.700 521.521.223 287
. . . o
Analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Daerah 84.762.000 81.920.000 96,65%
Pemutakhiran Data Aset Tetap Milik Pemprovsu Untuk Bahan 93 64%
Neraca Per 31 Desember 67.258.000 62.980.940 it
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tentang 47 08%
Pengelolaan Barang Milik Daerah 86.526.800 40.733.400 it
Visitasi Tentang Penetapan Penilaian Independen di Lingkungan ) 0.00%
Pemda Sesuai Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 - adte
Pembinaan Inventarisasi dan Updating Data BMD Sesuai Dengan
1 0,
Permendagrl Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan 47.662.400 18.450.000 38,71%
dan Kodefikasi Barang
. o
Pengamanan Aset Milik Pemprovsu Yang Bermasalah 215.522.600 187.985.170 87,22%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 81.32%
PEMERINTAH DAERAH 12.610.282.570 10.255.256.808 12E70
Pembinaan Gaji PNS Daerah Pada SKPD di Lingkungan 94 54%
Pemprovsu 357.273.460 337.773.460 it
Peningkatan Kualitas Pelayanan Cash Management System
- 0,00%
(CMS) .

H 0,
Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 1.034.741.980 893.978.751 86,40%
Pengelolaan Cash Management System (CMS) Terintegrasi 100.00%
Dengan E-Keuangan Dalam Penatausahaan Keuangan 172.250.000 172.250.000 e
Rekonsiliasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota - ) 0,00%

. . o
Penyusunan dan Rekapitulasi Data APBD Kabupaten/Kota 82.562.000 81.876.600 99,17%
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan 57 41%
Pengelolaan Keuangan di Kabupaten/Kota 49.310.970 28.310.970 it
Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis Terkait Pengelolaan 17 88%
Keuangan Daerah Kab/Kota se-Sumut 52.000.000 9.300.000 o870
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1 H [v)
Penyusunan APBD Provinsi Sumaterta Utara 4.445 233.860 3.033.243.271 68,24%
1 i 0,
Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumaterta Utara 4.156.157.300 3.624.598.926 87,21%
. o
Pengelolaan Aplikasi E-Keuangan 1.680.500.000 1.567.274.000 93,26%
Rekonsiliasi dan Konsinyering Data Dana Bagi Hasil Pajak 95.22%
Provinsi Kepada Kab/Kota 208.784.000 198.811.500 e
Koordinasi dan Pelaporan Dana Transfer Provinsi Sumatera 98.19%
Utara 36.399.000 35.739.330 e
Penyusunan Kebijakan dan Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah i 0.00%
dan Evaluasi APBD / Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota - it
Peningkatan Kualitas SDM dalam Rangka Evaluasi APBD dan i 0.00%
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - adte
1 i 0,
Penyimpanan Penataan dan Pengarsipan Berkas BPKAD 248.920.000 188.450.000 75,71%
. . o
Pengelolaan Dokumentasi dan Konten Website BPKAD 86.150.000 83.650.000 97,10%
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG 89,62%

41.681.812.039

37.355.373.435
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BAB IV
PENUTUP

Dari realisasi kinerja atas pencapaian target yang diperjanjikan sebagaimana Dokumen
Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerar Provinsi Sumatera Utara tahun
2020 dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil
sangat baik yang menunjukkan hasil yang memuaskanndan bahkan ada kegiatan yang melebihi
dari target yang ditetapkan yaitu mensertifikat tanah yang ditargetkan 100 persil dengan
realisasi 140 persil atau capaian kinerja sebesar 140%.

Dari Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerar Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Keberhasilan capaian kinerja yang dicerminkan dari capaian target kinerja yang kemudian
dilakukan perbandingan dengan realisasi kinerjanya. Kemudian dilakukan analisis dan
perumusan terhadap indikator kinerja dan dilakukan perbandingan dengan tahun
sebelumnya, dalam hal ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolok
ukur keberhasilan dimaksud.

2. Keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah juga ditentukan oleh berbagai faktor, antara
lain SDM (unsur perencanaan yang efektif, kinerja pemerintahan, masyarakat, dan pelaku
pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah
kabupaten/kota.

3. Pada Tahun 2020, ada beberapa indikator kinerja yang melebihi target yang ditetapkan
hal ini disebabkan adanya program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator

kinerja tersebut yang terlaksana selama kurun waktu Tahun Anggaran 2020.
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B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan
kualiatas penerapan Perjanjian Kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerar Provinsi
Sumatera Utara dibutuhkan komitmen seluruh jajaran di lingkungan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerar Provinsi Sumatera Utara , khususnya Pejabat Struktural setingkat
Eselon III dan atau yang menjadi PPTK tentang pentingnya penerapan Perencanaan Perjanjian
Kinerja, agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan
efektif dan efisien serta berhasil guna. Selain itu agar di masa-masa yang akan datang

pengumpulan data kinerja dapat diperoleh tepat waktu.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerar Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang
membutuhkan. Akhirnya dengan semangat mewujudkan Kinerja yang tinggi berorientasi kepada
hasil yang maksimal dan berkualitas, maka Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerar Provinsi Sumatera Utara ini kami sampaikan dengan tujuan agar segala kekurangan
dan kelemahan yang ada dapat dikoreksi untuk perbaikan di masa akan datang.

Medan,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

A

P —

Dr. Drs. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730824 199203 1 001
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